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PERATURANBUPATITAPANULISELATAN
NOMOR 5 TAWWA 2014

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
FERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULY! SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1)
3 Peraturan Daecrah Kabupaten Tapanull Seiatan Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan dasar
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di
atas dipandamg perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rcpublk Indonesia Tahun 2008 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

N

3. Undang-Undang.......



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumu
an Bangunan {I.embaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pecmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pcngclolaan Keuan.gan Dacerah {Lemibaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusai: Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pomerintah  Daerah

. Kabupaten/Kota (Lembarai: Negara Republik Indonesia
»Tahu 2007 Nomor 82, Tambahaii Lembaran Negara

Republik Lindonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Iemharan Negara Republit: Indonesia Nomeor 518.);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara  Recpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengeiolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoma:: Pengeloiaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan.........



4. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-
Undangan.

5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya
disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabipaten Tapanuli Sclatan.

7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tapamuili
Selatan.

8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoieh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain vang sejlenis, atau nialai perolehan
baru, atau NJO pengganti.

9. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

i0. Bangunan adalah konstruksi telknik yang ditanam atau diletakkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan.

Taln am o~ am oo

. Objek paj’'ak a dalah objek PeyukniB &an Tangianan  yang' qiliki,
dikuasai d an 1/2 itau dimar faatk am mieng priadi atau Biadan,euali -
Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan
OUbjek Pajak Sektor Pertambangan.

12. Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau Bangunan yang
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digunakan selmgai pedman naspan NMNOP Bumi dan NSCGP
Bangunan.
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Pasai 2
terea ntum

(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi adalah sehagama na
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal nilai jual Bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilgu' jual
tertinggi  Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai

NJOP Bumi.

'3) Klasifikasi dan besarnya NJOP Banugnan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam................




il. Peraturan Mentern Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010
tentang Klasifikasi dan Penetapain Nilai Jual Objek FPajak
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunais;

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanuli Sclatan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan {(Lembaran Dacrah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahuix 2008 Nomor 216);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2008 Nomor 218);

i4. Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor i3
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Dacran Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 245, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabu paten Tapanu li Selatan Tahiun 2010 Nomor2438j;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17
Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah

~ Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 249);

MEMUTUSHAN :
enetapl‘{a n: PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAI{ SERAGA I DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN

PASAL 1

lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Daerah Kabu paten Tapanuli Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
Pemerintahain Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip cotonomi yang seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoncsia Tahwun 1945.

4. Otonomi.........
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(5) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar
dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan yang
tercantu m dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, maka
nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP
Bangunan.

Pasal 3

{dafikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajgk Bumi dan
lJangunan untuk masing-masing wilayah Kecamatan ditctapk an dengan
.eputusan Bupati.

Pasal 4
eraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

sraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
apanuil Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

BUPATITAPANULISELATAN,
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6\(AHRUL M. PAS




